Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0418/Pdt.G/2015/PA.Bky

M)SU“%&MM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah

menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan
Karyawan Toko Bangunan, tempat tinggal di Kota

Singkawang, sebagai Pemohon;
melawan

TERMOHON, umur 34 tahun, agama lIslam, pendidikan SMA, pekerjaan
Karyawan Telkomsel, tempat tinggal di Kota

Singkawang, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti di persidangan;
DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 22
Desember 2015 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar

di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang dengan Nomor
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0418/Pdt.G/2015/PA.Bky, tanggal 22 Desember 2015 dengan dalil-dalil sebagai

berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada
tanggal 08 Mei 2013, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan
Singkawang Tengah, Kota Singkawang, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor :
XXXXXXXXXX, tanggal 13 Mei 2013;

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di
rumah orang tua Termohon selama 3 bulan kemudian berpisah pada bulan
September 2013;

3. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah
melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum
dikaruniai anak ;

4. Bahwa, sejak awal kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak
harmonis, karena pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk
hanya untuk mempertanggung jawabkan perbuatan Pemohon, dimana pada
saat itu Termohon mengaku Termohon sedang hamil, namun kenyataannya
Termohon berbohong;

5. Bahwa, karena merasa telah dibohongi oleh Termohon, akhirnya pada bulan
September 2013 tanpa seizin Termohon, Pemohon pergi meninggalkan
tempat tinggal bersama dan tinggal di rumah kakak Pemohon pada alamat
tersebut diatas;

6. Bahwa, selama berpisah yang hingga permohonan ini diajukan sudah
kurang lebih 2 tahun antara Pemohon dan Termohon tidak pernah

berkomunikasi;
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7. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sudah tidak
sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Termohon dan
memilih untuk bercerai;

8. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat

perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada
Ketua Pengadilan Agama Bengkayang cq. Majelis Hakim agar segera
memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan

sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu
raj'i  terhadap Termohon TERMOHON di hadapan sidang Pengadilan

Agama Bengkayang;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-

adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan,
Pemohon telah ternyata datang menghadap sendiri di persidangan kecuali
pada sidang lanjutan tanggal 19 Januari 2016, sedangkan Termohon hanya
datang pada persidangan pertama dan pada persidangan selanjutnya tidak
datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan

patut berdasarkan berita acara sidang tanggal 5 Januari 2016 dan relaas
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(panggilan) tanggal 26 Januari 2016 sedangkan tidak datangnya itu tidak

ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan
Termohon agar dapat rukun dan kumpul kembali, akan tetapi usaha tersebut
tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian melalui
mediasi dengan menunjuk Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag. Hakim Pengadilan Agama
Bengkayang sebagai mediator untuk melakukan upaya perdamaian antara
Pemohon dan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh Majelis Hakim pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan
membacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 22 Desember 2015 yang
telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang pada tanggal
22 Desember 2015 dengan register perkara Nomor 0418/Pdt.G/2015/PA.Bky
dalam sidang tertutup untuk umum vyang pada pokoknya isinya tetap
dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak dapat
didengar jawabannya karena Termohon hanya datang menghadap pada
persidangan pertama dan pada persidangan selanjutnya tidak datang

menghadap di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii permohonan Pemohon telah
mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor
XXXXXXXXXX, tanggal 13 Mei 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan

Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, bermeterai cukup
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dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanggal dan diparaf lalu

diberi tanda (P);

Bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga telah menghadirkan 2

(dua) orang saksi sebagai berikut :

1. SAKSI 1, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Biro Jasa, bertempat
tinggal di Kota Singkawang, Saksi tersebut memberikan keterangan di
bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Termohon karena saksi adalah
abang ipar Pemohon;

- Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Pemohon dan Termohon yaitu
pada tahun 2013;

- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan
rukun namun sejak 2 (dua) tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan
Termohon tidak rukun lagi karena Pemohon Telah pergi meninggalkan
Termohon;

- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah yang menyebabkan Pemohon dan
Termohon berpisah rumah;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan
Termohon;

- Bahwa setelah pisah rumah Termohon tidak pernah datang mengunjungi
Pemohon atau sebaliknya ;

- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Pemohon agar tetap rukun,

namun tidak berhasil;
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2. SAKSI 2, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS,
bertempat tinggal di Kabupaten Sambas, Saksi tersebut memberikan
keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Termohon karena saksi adalah ibu
kandung Pemohon;

- Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Pemohon dan Termohon yaitu
pada tahun 2013;

- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya rukun selama 4
(empat) bulan setelah itu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak
rukun lagi dikarenakan Pemohon merasa dibohongi karena sebelum
menikah Termohon mengaku hamil padahal Termohon tidak hamil;

- Bahwa saksi pernah pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan
Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak
kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu;

- Bahwa setelah pisah rumah Termohon tidak pernah datang mengunjungi
Pemohon atau sebaliknya ;

- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Pemohon agar tetap rukun,
namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan
menyatakan tidak mengajukan sesuatu tanggapan apapun lagi dan tetap pada
permohonannya ingin bercerai dengan Termohon, serta mohon agar

Pengadilan Agama menjatuhkan putusannya;
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Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita
acara persidangan perkara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

putusan ini.
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan,
Pemohon telah ternyata datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan
Termohon hanya datang menghadap pada persidangan pertama kemudian
pada persidangan selanjutnya Termohon tidak datang menghadap meskipun
telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak datangnya itu tidak
ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah
berusaha mendamaikan dengan cara menasihati kepada Pemohon dan
Termohon agar tidak bercerai dan hidup rukun bersama lagi seperti dulu, hal ini
sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana
yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal
143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, namun usaha tersebut tidak
berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung

Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008, Pemohon dan Termohon telah
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diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menunjuk Acep Sugiri, S.Ag.,
M.Ag. Hakim Pengadilan Agama Bengkayang sebagai mediator, akan tetapi
upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mendasarkan permohonannya pada alasan
yang pada pokoknya adalah sejak awal kehidupan rumah tangga Pemohon dan
Termohon tidak harmonis, karena pernikahan Pemohon dan Termohon
dilaksanakan untuk hanya untuk mempertanggung jawabkan perbuatan
Pemohon, dimana pada saat itu Termohon mengaku Termohon sedang hamil,
namun kenyataannya Termohon berbohong dan karena merasa dibohongi
akhirnya pada bulan September 2013 Pemohon pergi meninggalkan Termohon;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon pada pemeriksaan pokok
perkara di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
maka secara formal dapat dianggap bahwa Termohon tidak hendak
mempertahankan kepentingannya dan dapat pula dianggap bahwa Termohon
mengakui dan tidak membantah dalil-dalii permohonan Pemohon secara
keseluruhan;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap telah mengakui akan
dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara ini perkara perceraian yang
merupakan perkara khusus (Lex Specialis) dan perceraian tersebut didasarkan
adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon oleh
karenanya barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu
keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain,
harus membuktikan hak atau keadaan itu, maka berdasarkan ketentuan Pasal

283 R. Bg tersebut, Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil tersebut;
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Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda
bukti P serta 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P perihal peristiwa perkawinan
Pemohon dan Termohon yang merupakan akta otentik maka Majelis Hakim
menilai bukti tersebut sah, sempurna dan mengikat, dan menilai bahwa antara
Pemohon dan Termohon harus dinyatakan terbukti sebagai suami isteri yang
masih terikat dalam perkawinan yang sah, hal ini sesuai dengan ketentuan
Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1)
Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah
disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal
172 ayat 1 Angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil-dalil
permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan
dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan
saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam
pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan
pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah
disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal
172 ayat 1 Angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil-dalil
permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan

dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan
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saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam

pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan

pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan
dibawah sumpah yang saling bersesuaian serta telah memenuhi ketentuan
syarat formil dan syarat materiil, sedangkan adanya hubungan keluarga para
saksi, diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai lex specialis dari aturan
umum, maka kesaksian kedua orang saksi tersebut mempunyai nilai
pembuktian yang sah, dan sempurna dengan demikian Majelis Hakim menilai
rumah tangga Pemohon dan  Termohon telah retak karena adanya
perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon,
keterangan Pemohon dan alat bukti yang ada yang kesemuanya telah
dipertimbangkan dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya,
maka Maijelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta hukum di persidangan
sebagai berikut;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah
pada tanggal 08 Mei 2013 dan selama perkawinan tersebut Pemohon dan
Termohon belum dikaruniai anak;

- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun
dan harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang

disebabkan karena Pemohon merasa dibohongi oleh Termohon;
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- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan
September 2013 sampai dengan sekarang dan selama berpisah tidak ada
lagi pemenuhan hak dan kewajiban suami istri;

- Bahwa, meskipun Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian
baik melalui Majelis Hakim dalam setiap memulai persidangan maupun
melalui Hakim mediator yang ditunjuk akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis
Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sifatnya yang tidak dapat
didamaikan lagi, dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak
harmonis lagi karena secara nyata sudah pecah (broken marriage), serta
sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah
tangga mereka, sehingga apabila perkawinan Pemohon dan Termohon
dipaksakan untuk tetap dipertahankan, maka perkawinan tersebut tidak akan
sesuai lagi dengan cita-cita ideal dan tujuan luhur dari sebuah perkawinan yakni
kehidupan rumah tangga yang kekal, bahagia, sakinah mawaddah warahmah,
dan justru patut diduga hal tersebut hanya akan menimbulkan kemudharatan
dan penderitaan bathin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, terlebih
lagi bagi pihak Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksudkan
dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi
Hukum Islam Tahun 1991 adalah untuk membina rumah tangga yang kekal,
bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah, akan tetapi sebagaimana kenyataan

yang dialami oleh Pemohon dan Termohon seperti apa yang telah
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dipertimbangkan di atas, maka apa yang menjadi tujuan perkawinan tersebut
sudah sangat sulit untuk diwujudkan, oleh karena itu Majelis Hakim
berpendapat bahwa alternatif yang terbaik bagi kedua belah pihak agar
keduanya terlepas dari percekcokkan dan penderitaan bathin yang
berkepanjangan adalah dengan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk
menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon;
Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan
petunjuk Syar’i berupa Qaidah Ushul Figh yang berbunyi:
iad s e axie aulidll )

Maksudnya: "Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari pada
mencapai kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis
Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon beralasan dan tidak
melawan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun
1991 dan Majelis Hakim perlu pula mengetengahkan petunjuk Allah SWT dalam

Algur’an surah al Bagarah ayat 227 yang berbunyi:
Terjemahnya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk bercerai, maka
sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka

permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon

dapat dikabulkan;
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Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana
yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka
Majelis Hakim memandang perlu untuk menambah amar putusan yang isinya
memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk
mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah
yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan
Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon
dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua
dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini

dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku serta ketentuan syara’ yang berkaitan dengan perkara
ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
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2. Memberi izin kepada Pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak
satu raj'i terhadap Termohon TERMOHON di hadapan sidang
Pengadilan Agama Bengkayang;

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk
mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang
Tengah, Kota Singkawang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan
untuk itu;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini

sejumlah Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Maijelis
Hakim Pengadilan agama Bengkayang pada hari Selasa tanggal 02 Februari
2016 M. bertepatan dengan tanggal 23 Rabiulakhir 1437 H. oleh kami Drs.
Sanusi sebagai Ketua Majelis, Acep Sugiri, S.Ag, M.Ag dan Arsyad, S.H.I
masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi Asnul, S.H sebagai
Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Maijelis tersebut dan dihadiri oleh para

Hakim anggota itu juga, dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya

Termohon;
Hakim Anggota: Ketua Majelis,
TTD TTD
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1. Acep Sugiri, S.Ag, M.Ag Drs. Sanusi

TTD

2. Arsyad, S.H.l.

Panitera Pengganti,

TTD
Asnul, S.H

Perincian Biaya Perkara :
1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Alat Tulis Kantor :Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon :Rp. 130.000,-
4. Biaya Panggilan Termohon : Rp. 130.000,-
5. Biaya Materai :Rp. 6.000,-
6. Biaya Redaksi :Rp. 5.000,-

Jumlah : Rp. 351.000,-
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